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ABSTRAK 

 

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum yang telah berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun. Di Bapas Klaten banyak 

kasus anak baik bimbingan maupun pengawasan klien anak, sejak berdirinya pada 

tahun 2018 hingga sekarang. Kasus diversi anak juga mengalami peningkatan dari 3  

tahun terakhir, akan tetapi hanya beberapa kasus yang mengalami gagal diversi, pada 

website Bapas, penulis menemukan gagal diversi anak pada perkara kecelakaan lalu 

lintas tetapi pada website tersebut tidak dicantumkan alasan gagal diversi, maka dari  

itu penulis tertarik untuk meneliti gagal diversi anak di Bapas Klaten, karena menurut 

teori anak seyogyanya harus mendapatkan perlindungan khusus dalam kasus 

berhadapan dengan hukum, karena anak adalah masa depan bangsa yang akan 

membawa perubahan negara. 

Jenis penelitian ini adalah field research (studi lapangan), sifat penelitian ini 

adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini adalah normatif-empiris, teknik 

pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, dan teknik analisis 

penelitian ini dengan deskriptif-analitis. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, proses anak berhadapan 

dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klaten diawali dengan masuknya data 

perkara anak di Bapas. Menindaklanjuti perkara tersebut pihak Bapas melakukan 

home visit ke kediaman anak serta korban, dan berupaya untuk mendamaikan kedua 

belah pihak dengan cara mempertemukan kedua belah pihak. Selanjutnya jika tidak 

menemukan titik temu maka Bapas Klaten melakukan pendampingan terhadap anak 

untuk upaya diversi di tingkat kepolisian. dalam tahap upaya diversi dari kepolisian 

sampai peradilan mengalami kegagalan maka perkara sampai di tahap pengadilan. 

setelah adanya putusan hakim maka pihak Bapas tetap melakukan pengawasan 

terhadap anak. Kedua, faktor penyebab kegagalan diversi adalah kurangnya 

kesadaran pihak korban untuk melakukan upaya diversi, korban tetap menginginkan 

pembalasan terhadap pelaku dan adanya pengaruh eksternal dari komunitas. 

 

Kata Kunci : Anak Berhadapan Dengan Hukum, Diversi, Penghambat
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ABSTRACT 

 

Children in conflict with the law are children in conflict with the law who are 

12 years old and under 18 years old. In the Klaten prison, there are many cases of 

children, both guidance and supervision of child clients, since its establishment in 

2018 until now cases of child diversion have also increased form the last 3 years, but  

only a few cases have failed in the version, on the website. The author found that the 

child diversion failed in the case of a traffic accident, but the website did not include 

the reason for failing in the version, therefor the author is interested in researching the 

failed diversion in the Klaten, because according the theory, children should receive 

special protection in cases of dealing with the law because children is the future of the 

nation that will bring changes to the country. 

The type of this research is field research (field study), the nature of this 

research is qualitative, the research approach is normative-empirical, the data 

collection technique is interview and literature study, and the analysis technique of 

this research is descriptive-analytical. 

The results of the study conclude that: First, the process of children dealing 

with the law at the Klaten Penitentiary begins with the entry of data on children's  

cases in the prison. Following up on the case, the Fathers and Corrections conducted 

a home visit to the residence of the child and the victim, and attempted to reconcile 

the two parties by bringing the two parties together. Furthermore, if no common 

ground is found, the Klaten Fathers will provide assistance to the child for diversion 

efforts at the police level. in the stage of diversion efforts from the police to the 

judiciary failed, the case reached the court stage. After the judge's decision, the 

Fathers continue to supervise the child. Second, factors causing diversion failure are 

the victim’s lack of awareness to make diversion efforts victims still want revenge  

against the perpetrators and external influences from the community. 

 

 

 
Keywords:Children Face the Law, Diversion, Barrier
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MOTTO 

 

 

“Berangkatlah, baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan  

jiwamu di jalan Allah” 

(QS At Taubah : 41) 

 

 

 

 

“Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)”
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 

memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.1 

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak memerlukan 

penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak sebagai 

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat 

sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga berhak mendapatkan perlindungan 

khusus, terutama perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. 

Kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan semata - 

mata terjadi dengan sendirinya atau atas kemauan dan kesadaran anak.Banyak 

faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat melakukan kenakalan yang 

berdampak pada timbulnya tindak pidana. Salah satu faktor tersebut adalah pola  

asuh dan pendidikan karakter. Pola asuh yang salah oleh orang tua terhadap anak 

mempunyai   peran   sangat   penting   dalam   proses   tumbuh   kembang   anak. 

 

 
 

1 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.11. 



2 

2 Sigit Angger Pamukti & Primarharsya Fuadi, Sistem Peradilan Pidana Anak, 

(Yogyakarta :Madpress, 2014), hlm.38 

 

 

 

 
 

Pendidikan karakter timbul di sekitar anak tersebut baik dari keluarga, 

lingkungan maupun sekolahnya. 

Tuntutan untuk menggapai ilmu setinggi-tingginya dari sekolah tidak 

menjamin setiap anak akan mampu menerimanya justru sebaliknya, kebanyakan 

anak tersebut merasa stress dan merasa mendapat beban yang besar. Terjadinya  

pola asuh yang salah dan kurangnya pendidikan karakter membuat anak akan 

mencari pelarian dengan melakukan kenakalan yang berujung tindak pidana. 

Dampak dari kenakalan tersebut tidak jarang sampai ke “meja hijau”, artinya 

anak tersebut harus berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang 

dilakukannya. 

Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – 

Bangsa tentang hak anak yang mengatur prinsip perlindungan 

Hukum terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk memberikan 

perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.2 Sudah 

semestinya perlindungan bagi anak dimulai dari orang tua, keluarga, dan 

masyarakat, seluruh lapisan itu bertanggungjawab untuk menjaga dan 

memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh 

hukum. Begitu pula disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 



3 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak Pasal 64 ayat (1) huruf 
d. 

 

 

 

 
 

1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, 

tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal  

ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  

Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang – 

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memerlukan perlindungan 

khusus seperti penjatuhan sanksi yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.3 Dalam sistem 

peradilan pidana anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pemidanaan diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tetang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat mengenai jenis hukuman – 

hukuman tindak pidana anak seperti pengembalian kepada orang tua, pelayanan 

masyarakat, kurungan, maupun penahahan, akan tetapi hukuman pada anak tidak 

diperkenankan untuk dijatuhi hukuman seumur hidup atapun pidana mati, karena  

hal tersebut akan merusak masa depan sang anak itu sendiri mengingat setelah 

selesainya masa hukuman tersebut anak tetap menjadi generasi penerus bangsa 

dan demi kepentingan terbaik anak maka setiap anak yang berhadapan dengan 



4 
 

 

 

 
 

hukum dilakukan upaya diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.4 

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternative yang 

lebih baik di banding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan.5 Diversi 

adalah proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 

di luar peradilan pidana. 6 Diversi di samping mengalihkan penyelesaian perkara 

anak diluar pengadilan, diversi juga bertujuan untuk adanya perdamaian antara 

korban dan pelaku untuk terselesaikannya perkara anak di luar pengadilan, 

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan mendorong partisipasi 

masyarakat agar membantu dalam penyelesaian perkara anak serta menanamkan 

rasa tanggung jawab kepada anak. 

Dalam peradilan pidana anak tidak semuanya dapat diselesaikan melalui 

diversi. Ada beberapa syarat diversi yaitu bukan merupakan pengulangan tindak 

pidana, dan tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya tidak melebihi 7 

tahun atau di bawah 7 tahun.7 Kesepakatan diversi harus mendapatkan 

persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban kecuali untuk tindak 

 
ayat (3). 

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 

 

5 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan 

Pidana Anak di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 53. 
 

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, pasal 1 angka 7. 
 

7 Ibid., pasal 7 ayat 2 
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pidana ringan, pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian yang 

timbul tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.8 

Upaya diversi dilakukan dengan adanya musyawarah yang melibatkan 

anak dan keluarganya/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial  

Profesional yang berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.9 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak tidak menyebutkan model dari musyawarah yang dilakukan, apakah 

menggunakan model negosiasi atau mediasi, tetapi dalam prakteknya di 

Pengadilan juga tidak secara jelas dikatakan mediasi atau negosiasi. 

Diversi diharapkan dapat membuat penyelesaian perkara di luar 

pengadilan dan menghasilkan kesepakatan agar anak mendapatkan pemulihan 

dan tidak menganggu psikis anak, namun pada kenyataannya di wilayah Klaten 

proses diversi anak belum dikatakan berhasil, adapun alasan proses diversi 

dikatakan gagal adalah jika tidak menghasilkan kesepakatan, ada beberapa faktor 

yang menyebabkan proses diversi gagal yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor 

penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor 

kebudayaan.10 

 
 

 

8 Ibid.,Pasal 9. 
 

9 Ibid.,Pasal 10 
 

10 Restika Prahanela dan Hari Purwadidkk, Kegagalan Implementasi Diversi Pada Tahap 

Penuntutan, UNS, Vol. V, No. 1 (2017) 
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Berdasarkan laporan Bapas Klaten setidaknya ada 3 kasus diversi di 

tahun 2020 yang tidak berhasil. Pada tahun 2020 saja berdasarkan data dari 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten, hingga akhir 2020 tercatat ada 80 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilansir dari situs kompas.11 

Berdasarkan data dari Bapas Klaten dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini yaitu 

pada tahun 2019 terhitung dari bulan Juni-Desember ada sekitar 69 kasus diversi 

pada anak, pada tahun 2020 ada sekitar 105 kasus, dan pada tahun 2021 

mengalami peningkatan yaitu sekitar 117 kasus. Terlihat bahwasanya dari tahun 

ketahun kasus diversi pada anak di Klaten mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan wilayah lain.12 

Berdasarkan hal sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang permasalahan tersebut dengan judul “KEGAGALAN  

DIVERSI DALAM KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 

BALAI PEMASYARAKATAN KLATEN” 

A. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dan 

 

 

 

 

 

 
12 http://bapasklaten.kemenkumham.go.id/informasi-publik/data-sdp/data-klien yang 

diakses pada pukul 09:00 WIB tanggal 20 April 2021 

Lenovo
Typewriter
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dianalisis. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskannya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan 

hukum? 

2. Apakah yang menyebabkan kegagalan diversi terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Bapas Klaten? 

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya diversi yang 

dilakukan di Bapas Klaten karena kesimpulan sementara upaya 

diversi gagal karena faktor dari pelaku maupun korban 

b. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan pada proses diversi anak yang berhadapan 

dengan hukum di Bapas Klaten 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu 

memberikan kontribusi, antara lain: 
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a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dibidang ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan 

literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk 

melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

kegagalan diversi 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam 

menerapkan Ilmu Hukum. 

c. Dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang 

Kegagalan Diversi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di 

Bapas Klaten. 

C. Telaah Pustaka 

 

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penulis 

telah melakukan telaah Pustaka terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, 

kemudian membuat ringkasan yang memiliki kemiripan dengan tema penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, antara lain: 

Karya pertama milik Stefanus Aryo Abimanyu dalam judul“Faktor-faktor 

yang menyebabkan kegagalan praktik diversi untuk keadilan restorative dalam 

peradilan pidana anak di wilayah hokum Pengadilan Negeri Sleman” menjelaskan 

tentang diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, model-model kesepakatan 

dalam penyelesaian sengketa tindak pidana serta ada juga faktor-faktor kegagalan 
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dalam diversi.13 Peneliti membahas apa saja faktor-faktor kegagalan diversi disertai 

dengan penyebab baik faktor intern atau ekstern. 

Karya kedua milik Raflesia Frederica yang berjudul“Penerapan upaya diversi 

terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi surat keputusa ndiversi 

nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)” menjelaskan tentang penerapan 

diversi terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika serta faktor- 

faktor penghambat dalam menegakkan upaya diversi.14 Peneliti membahas mengenai 

gagalnya proses diversi pada anak, alasan gagalnya diversi dan faktor 

penghambatnya. 

Karya ketiga milik M.Alvin Cyzentio Chairilian yang berjudul“Implementasi 

upaya diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak (studi kasus di 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang) menjelaskan tentang prosedur diversi yang 

dilakukan aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjelaskan tentang faktor 

penghambat diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.15 Peneliti lebih 

mengfokuskan kegagalan diversi dalam kasus anak di Klaten. 

 

13 Stefanus Aryo Abimanyu “Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan praktik 

diversi untuk keadilan restorative dalam peradilan pidana anak di wilayah hokum Pengadilan 

Negeri Sleman”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2019) 

14 Raflesia Frederica “Penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan 

narkotika (Studi surat keputusan diversi nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)”, 
(Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017) 

 
15 M.Alvin Cyzentio Chairilian“Implementasi upaya diversi dalam penyelesaian 

perkara tindak pidana anak (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”, (Semarang: 

Fakultas Syariah dan Hukum, 2019) 
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Karya ilmiah yaitu jurnal yang ditulis oleh Erwinda Dekaria Agustiana Putri 

dan Pudji Astuti, 2020 yang berjudul“Faktor penghambat diversi bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar” menjelaskan faktor 

penghambat diversi dilihat dari penegak hukum dan masyarakatnya serta tidak 

adanya upaya lain untuk menegakkan diversi yang dilakukan oleh penegak hukum 

karena bukan suatu keharusan.16 

Karya ilmiah lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Supriyatna dan Bambang 

Ali    Kusumo, yang berjudul“Analisis faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam  

penyelesaian tindak pidana anak” melihat bahwa dari substansi hukum dasar 

penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi sudah memadai serta secara 

struktur proses penegakan hukumnya dipengaruhi oleh cara memimpin masing-

masing Lembaga dan secara kultur dipengaruhi oleh bahwa diversi demi 

kepentingan anak.17   

Berdasarkan telaah atau tinjauan pustaka yang penulis lakukan, secara umum 

terdapat beberapa kesamaan dari tema terkait seperti pembahasan mengenai 

faktor  penghambat diversi, namun yang menjadi perbedaan adalah pembahasan 

mengenai gagalnya diversi dan instansi yang menjadi objek penelitian dan 

pendekatan empiris yang penulis akan gunakan. 

 

 

 
 

16 Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, Faktor penghambat diversi 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar, Novum, Vol. 7, No. 1, 

(2020). 
 

17 Supriyatna dan Bambang Ali Kusumo, Analisis factor penghambat pelaksanaan 

diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak, Research Fair, Vol 3, No 1, (2019) 
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D. Kerangka Teoretik 

 

Anak sebagai asset bangsa juga merupakan insan yang wajib dilindungi tak 

terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum, perlindungan tersebut berupa 

prosedur penanganan hukum yang lebih humanis dibandingkan dengan penanganan 

hukum orang dewasa. Sehingga dengan demikian anak tidak tertekan terhadap upaya 

penyelesaian perkara anak. Tindak pidana anak yang tidak dilakukan dalam kategori 

pengulangan serta ancamannya dibawah 7 (tahun) dapat dilakukan musyawarah 

dalam penyelesainnya, musyawarah tersebut disebut diversi. 

Penulis memandang bahwa konsep diversi merupakan suatu konsep istimewa 

yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

Karena pada tujuannya tercapainya si anak yang terbebas dari ancaman pidana 

penjara. Hal tersebut sesuai dengan teori-teori dibawah ini : 

a. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan). Dalam teori ini 

yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan 

pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini 

menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori 

ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan 

nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud 

dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relative ini 

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: 
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“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 

kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering 

disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenara nadanya pidana 

menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan 

“quiapeccatumest” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne 

Peccetur ( supaya orang tidak melakukan kejahatan)."18 

 

b. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa 

di luar pengadilan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau “Alternative 

Dispute Resolution”, ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus- 

kasus pidana. Dalam hukum saat ini (hukum positif) kasus pidana tidak bisa  

diselesaikan diluar pengadilan namun dalam hal-hal tertentu kasus tersebut 

bisa di selesaikan diluar pengadilan. Hal ini dapat diselesaikan melalui 

berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanis 

memusyawarah/perdamaian di dalam masyarakat desa. Dalam perkembangan 

wacana teoretik atau pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada 

kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu 

alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. 

c. Teori Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk 

menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku 

kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, 

sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum 

 

18Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: 

Alumni, 1984), hlm. 10. 
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19Septa Candra, Restorative Justice (SuatuTinjauanTerhadapPembaharuan Hukum 

Pidana di Indonesia), JurnalRechtsvinding, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hlm. 269. 

 

 

 

 
 

terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.19 

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang 

mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang 

menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya 

permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsilisasi 

antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah 

mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota 

keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam 

suatu proses menuju keadilan. 

Ketiga teori tersebut menggambarkan bahwa pidana penjara bukan merupakan 

tujuan akhir, justru kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi tujuan utama, 

dalam hal inilah perlindungan hak anak menjadi prioritas sehingga harapannya 

masa depan anak tidak terampas. 
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20 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara 

&Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta.,2014), hlm.35. 

 

 

 

 
 

E. Metode Penelitian 

 

Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian 

itu harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. 

Selain itu, metode penelitian ilmiah juga berbicara tentang tata cara pelaksanaan 

penelitian secara sistematik dan objektif mengikuti tahapan yang ada.20 Adapun 

langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek  

penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan faktor-faktor 

kegagalan diversi terhadap anak di Bapas Klaten serta pihak-pihak terkait lainnya 

serta data-data yang didapat dari studi kepustakaan atau (library research) baik 

itu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi 

dan hasil penelitian sebagai pendukung dalam penulisan. 

A. Sumber Data 

 

a. Sumber Data Primer 

 

Sumber data primer ialah data yang berasal dari sumber asli  

atau sumber pertama secara umum kita sebut sebagai narasumber.  

Data  ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 



15 

20 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara 

&Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum), cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta.,2014), hlm.35. 

 

 

bentuk file- file.21 Data ini diperoleh langsung dari Bapas Klaten 

maupun pihak  terkait lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan data yang sudah diproses oleh pihak 

tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.22 

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah 

tersedia misalnya buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. 
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2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, terhadap Kegagalan diversi dalam 

kasus anak berhadapan dengan hukum (di Bapas Klaten) analisis data yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yaitu 

yang data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan, 

dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan data kualitatif. 

3. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

empiris, yaitu pendekatan dengan menitik beratkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan yang menjadi topik dalam 

penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor kegagalan diversi pada anak yang 

berkonflik dengan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan 

Prosedur SPSS Tuntunan Praktis dalam Meyusun Skripsi, Cet. II, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2012), hlm. 37. 
 

22Ibid, hlm. 32 
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penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap 

masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu 

terhadap aturan hukum.23 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Interview 

 

Interview atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan wawancara adalah 

metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab dikerjakan 

secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Penulis dapat 

bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi 

responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri 

responden dan bahkan saran-saran responden.24 Dalam interview ini penulis 

akan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

melalui interview guide (pedoman wawancara). Hingga saat ini metode 

wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan 

data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan responden 

untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat, atau presepsi serta 

saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 128. 

 
24 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 127 



18 
 

 

 

 
 

b. Observasi 

 

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis akan melakukan 

observasi langsung ke daerah objek penelitian dan melakukan pengamatan 

mengenai fakta di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pihak- 

pihak terkait. 

c. Dokumentasi 

 

Peneliti mengumpulkan data – data berupa video, recorder, atau foto pada 

lokasi sebagai sarana pemerkuat informasi yang didapat dari sumber / 

informan, hal tersebut juga mengantisipasi apabila pada saa tpencarian data 

peneliti mengalami Human of Error atau kesalahan manusia yang tidak 

terduga. 

5. Metode Analisis Penelitian 

 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, 

yaitu analisis dengan menarik kesimpulan mengenai keseluruhan data 

berdasarkan fakta atau informasi yang ada dalam bagian dari data tersebut. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari 

penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur 

dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 
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Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latarbelakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan metode 

penelitian. 

Bab kedua, berisikan tinjauan yang lebih komperhensif dalam aspek teori 

berkaitan dengan tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, definisi  

diversi dan pihak-pihak terkait dan keadilan restoratif dalam diversi. 

Bab ketiga, menguraikan tentang tinjauan umum Bapas Klaten dengan sub bab: 

deskripsi wilayah penelitian, proses Diversi di Bapas Klaten, data penelitian 

lapangan yang terkait dengan judul penelitian di Bapas Klaten serta pihak-pihak 

terkait. 

Bab keempat, memaparkan analisis sebagai inti dalam penulisan karena dalamnya 

akan menganalisis tentang hasil penelitian berdasarkan data dan fakta yang 

ditemukan dilapangan mengenai kegagalan diversi dalam kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum (di Bapas Klaten). 

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil 

dari penelitian dengan keseluruhan pembahasan berisi jawaban berdasarkan rumusan 

masalah sekaligus saran atas penulisan skripsi ini yang relevan dengan kesimpulan 

yang telah didapat. Selain itu, pada bab ini dilengkapi pula oleh daftar pustaka yang 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari mana saja sumber tulisan ini 

diperoleh dan/ atau yang dijadikan sebagai rujukan.



 

 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu 

pengaturan diversi sudah memadai dan tergantung dengan aparat penegak 

hokum setempat yang menjalankan peraturan tersebut. di Balai 

Pemasyarakatan Kelas II Klaten sudah bisa dikatakan sebagai salah satu 

daerah yang menjalankan pengaturan diversi terhadap anak berhadapan 

dengan hukum sudah cukup baik. dibuktikannya sejak berdirinya Bapas 

Klaten pada 2018 sampai sekarang banyak kasus anak yang berhasil 

diversi, menurut Sub Seksi bidang anak menerangkan bahwa kasus anak 

yang terjadi gagal diversi hanya sedikit, dan data awal yang diberikan 

pihak Bapas juga dari awalnya 7 kasus dan ternyata yang mengalami gagal 

diversi hanya 4 kasus. Prosesnya pun dari penyidikan oleh kepolisian, 

penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan cukup baik, aparat penegak 

hokum juga sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya. bapas Klaten 

pun yang mempunyai peran mendampingi dan melakukan pengawasan juga  

cukup baik. 

2. Faktor penghambat kegagalan diversi di Bapas Klaten yaitu kebanyakan 

dari faktor kultur hukumnya, yang mana bahwa para pihak korban belum 

mengetahui secara baik mengenai diversi dan masih adanya faktor 

80 
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Pembalasan yang diberikan kepada anak. lebih parahnya lagi masih ada  

pihak campur tangan dari luar yang ikut mempengaruhi upaya diversi yaitu 

faktor komunitas dari korban bahkan keluargapun juga tidak bisa berbuat 

apa-apa. Dilihat dari sudut pandang lain yaitu substansi dan struktur 

hukumnya tidak bermasalah, semuanya sudah sesuai dengan aturan dan 

langkah-langkah yang diambil oleh para penegak hukum juga dirasa sudah 

baik. Jika melihat dari faktor korban adalah bahwasanya pihak korban 

menginginkan keadilan untuk keluarganya yang meninggal karena 

perbuatan klien anak. 

 

 

 

 

B. Saran 

 

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klaten agar lebih 

mengoptimalkan penyuluhan mengenai diversi kepada para korban. 

2. Untuk Balai Pemasyarakatan Klaten lebih mengoptimalkan fasilitas 

website yang dimilikinya. 
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